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PERBANDINGAN PROSES PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK
KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK KEJAEKSAAN DALAM TINDAK
FIDANA KORLPS]I DI SUMATERA BARAT

ABSTRAK

(Reny [aaka Alandi, BP. 05140137, Fakultas Hukum Universilas Andalas Padang.
Tahun 20049, 70 Halaman)

Korupsi merupakan suate wabah yang menyverang berbapai Nepara di dunia,
Untuk menanggulanginyg aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan
harus melakukan tindakan-tindakan yapg dapat memberantas perkara korupsi ini.
Kewenangan dalam melakukan penyidikan vang juga diberikan pada Kejaksaan
memberikan suatu perkembangan yang akan mempercepat pemberantasan tindak
piclana korupsi di Indonesia. Terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan
penvidikan tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana
perbandingan  proses  penyidikan antara penyidik Kepolisian depngan  Penyidik
Kepaksaan dalam tindak pidina korupsi dan kendala-kendala apa saja yang ditemui
cleh penyidik Kepolisian maupun penvidik Kejaksaan dalam memberantas tindak
pidana korupsi di Sumatera Barat. Melode penelitian yang  dipergunakan pada
penulizan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis vaitu vang  pendekatan
masalah melalui pepelitian hukum dengan mempelajart perundang-undangan, dan
dokemen-dokumen hukum, Hasil penelitian melibatkan bahwa proses penyidikan
vang dilakukan Repolisian maupun Kejaksaan tidak jauh berbeds, vang menjadi
perbedaan terfetak pada pembagian tugas dalam melakukan penyidikan, Kepolisian
memiliki stuktue organisasi vang telap dalam melakukan penvidikan, sedangkan
hejaksaan tim penyidiknya akan dibentuk apabils ada suvat perkara vang akan
ditangani. Pada Kejaksuan tidak ada perbedaan pangkat dan jabatun dalam melakukan
penvidikan, semwua jaksa bisa menjadi penyvidik selama Kepala Kejaksaan Tinpyi
menganggap Jakss itu mampo untuk melakukan  penvidikan, Selain it dalam
melakukan gelar perkara kepolisian akan mengundang BPEP, Jaksa. dan para ahli,
pada Kejaksaan ekspose ok menpundang Kepolisian, pihak BPKP juea tidak
diundang. hanyva dimintakan bantuan dengan memberikan data vang diperlukan dajam
melakukan audit. Kendala-kendala vang terdapal dalam melakukan penyidikan oleh
penyidik Kepolisian dan Kejaksaan adalah kurangnva personil, dana aperasional vang
kurang memadal, kesulitan dalam menghimpun data dan fakta yang akan digunakan
Schagal bukt permulaan karena kasus korupsi baru akan terungkap  screlah
kejudiannya selesai dan sudah  berlangsung lama. Untuk kedepan, dibutuhkan
kerjosama vang lebih cfisien antara Kepolisian dan Kejuksaan dalam penanganan
tindak pidana korupsi sehingga dapal memberantas korupsi di Indonesia,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

korupsi merupakan suatu wabah yang menyerang berbagai Negura di
dunia termasuk Indonesia. Masalah korupsi sudab muncul sejak tahun lima
puluhan dan tidak pemah hilang sampal saat sekarang ini dan korupsi dapat
digolongkan kepada kejabatan kersh putih ataw the white collar crime karena
sebagian  besar tundak pidana kerupsi dilakukan oleh  orang-orang  vang
mempunyai kedudukan tinggl dalam masyarakat. Meningkatnva korupsi dari
abun ke tabun membuat korupsi telab membudays di Mepara kita, Warisan
korupsi yang sulit diberantas di Indonesia secara tidak langsung telah dipengarubi
olch kebiasaan-kebiasaan vang berlaku di dalam masvarakat pada masa lalu. Hal
it tidak bisa di biarkan secara terus menerus. karena korupsi ini biasanva
mempengarubn tingkah laku dan kepribadian para pejabat Negara termasuk juga
para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang scharusnva mengawasi dan
memberikan perlindungan dan contoh yang baik bagi scluruh anppota masyarakat
schingga banyak menimbulkan kerugian bagi Negara yang berpengaruh besar

kepada perekonomian dan kelangsungan hidup masvarakat banyak.

Dalmm menangeulangi tindak pidana korupsi ini. pemerintab sudah
melakukan berbagai cara seperti membentuk suate badun yang khusus bertugas
uniuk memberantas tindak pidana korupsi dan dengan melakukan beberapa kali
perubahan pada  undang-undang  yang  dihamapkan mampus mencegah  dan

memberantas secara lebih eleknf setap bentuk tindak pidana korupsi,



Peraluran Penguasa Militer dapat dikatakan sebagai suatu upava swal
pemerintah dalam menanggulangi korupsi hingga dikeluarkannya Undang-undang
Nomar 3 Tahun 1971 sampai pada Undanpg-undang Nomor 20 Tahuan 200]
entang  perubaban atas Undang-undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Koruipsi vang berlaku sampai pada suat sekarang

ini.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintab dalam menanggulangl tindak
pidana korupsi masih belum bisa memberantas korupsi sampai sekarang, Hal itu
dischabkan korupsi sudah membudava dalam masvarakat Indonesia. Salah satu
lingkungan yang haik bagi berkembangnya rindakan korupsi adalah kehadiran
hirokrasi-patrimonial yang telabh menimbulkan birokrasi nepotisme. yanz membert

jabatan atau jasa khusus pada sanak dan sahabat.'

Drari kebiasaan itulah dasar munculnya penvimpangan-penyimpangan
vang dilakukan oleh berbagai pihak baik di kalangan aparat pemerintahan maupun
kalanpan masyarakat bissa dikarenakan beberapa aspek kehidupan, Apabila hal
ini sudah membudaya pada sctiap pribadi masyarakat Indonesia, maka akan
fimbul dampak yang negatil’ bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak. Olel
karena itu, korupsi harus diberantas secara efektif dan menyeluruh dalam sepala

bentuk dan manifestasinya.

Pendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit vang sangat parah
banyak dikemukakan oleh para pakar’ pengamat ekonomi dan politik serta para

tokoh masyarakat baik melalui media massa maupun pada forum-forum lainnva,

" Mochtar Lubis dan James ©. Scott, Buego Mmool Kovapwd, LPIES, Jakaima, |98,
Filan xix,
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan  penelitian dun analisis  vang  telah  dilaksanakan.

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapal disimpulkan sebapai

berikut:

1.

[

Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan
dalam menangani perkara korupsi memiliki beberapa perbedaan,
yaitu struktur organisasi vang tetap dalam melakukan penvidikan
vang dimiliki oleh Kepolisian, sedangkan pada Kejaksaan tidak ada,
Dalam  gelar perkara Kepolisian mengundang BPKP dan Jaksa
sedangkan Kejaksaan gelar perkara dikenal dengan istilah ekspose
vang biasanya dilaskukan dikalangan Jaksa saja, BPKP akan diikut
sertakan bila perkara vang sedang ditangani memerlukan audin dari
BFEP, Pada Kejaksaan penvidik dan penuntat umum bisa dilakukan
dengan orang vang sama, sehingea tdak ada istilah bolak balik
perkara, sedangkan  Kepolisian  wewenangova  hanva  dalam
melakukan penyidikan saja.

Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian maupun
penyidik  Kejaksaan  dalam  menanpani  perkara korupsi  vaitu.
kurangnya personil, banvaknya prosedur yang harus dijalani oleh
penyidik  yang tersangkanya merupakan seorang kepala daerah,

kurang memadainya dana operasional, wakiu yang cukup lama dalam

fata]



B. Saran

memecahkan  perkara  korupsi, sulitnya mencari harta  kekavaan
tersangka, sulitnya mencar bukti permulasn dan beban mental sepenti

ancaman alau suap yvang dilakukan kepada penyidik.

Berkenaan dengan persoalan yang dibahas, ada beberapa hal vang menjadi

fokus saran penulis, yaitu:

1.

b2

L]
'

Hendaknya dalam menangpulangt tindak  pidana  korupsi  yane
diperlukan  kerjasama  baik  dikalangan  pemerintah  maupun
masvarakal schingga permasalahan lerscbut akan lebib baik apabils
diemban bersama-sama agar tjuan yang diharapkan tercapai dengan
haik.

Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penvidik baik dari
penyidik kepolisian mauvpun penyidik Kejaksaan salah satunva
dengan cara disckolahkan keluar neperi agar penyidik-penyidik vang
menangam perkara-perkara korupsi ini memiliki pengetahuan yang
sangat baik sehingga dapal mengungkap korupsi yang merajalela
pada saat sekarang ind,

Untuk menghindari para penyidik dari godaan suap dan berhagai
macam ancaman. hendakova para penyidik vang ada memiliki iman
vang kuat, hal ini dapat dilakukan meningkatkan pemabaman para
penyidik tentang kKeagamaan sehingga secara tidak langsung dapal
membekall din para penyidik dengan iman dan tagwa vang dapat
merimbuikan kesadaran terhadap dampak-dampak negatif melakukan

sugty perbuatan tercela,

69
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